
: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten 
SerdangBedagai diProvinsi Sumatera Utara; 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan .antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah; 

4. Und~~g¥ · ~~-v:~l]<>r, ~3 Tahun ~014 tentang 
Pem~ii · .. : · \ -~~.ebagaimana telah diubah beberapa 
kali j're··.• eralffi.· ~.:fig®.···.· U. ndan. g-Undan .. g Nomor 9. Tahun 
20 l~.· .. · r. S. ~ ... §A. t\11. g lf_· e,_.·. an Kedua atas Undang-Undang 
Nomo.'. ~lI3J.,:i:ah.urj 2 . 4 entang Pemerintahan Daerah; 

5. ~~~- ~;;_~~t:o .o:n; 30 Tahun. 2014 tentang 

. '·: 5 ~./\~ v 1;-t •. td,·G. A .. ·.~ J t P:<ut-UU-AN IA L - ~ , 

: a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan 
Menteri · Pendidikan ·dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 
2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Ta.man 
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah MenengahPertama, 
Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, · 
perlu diterbitkan Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 
Pada Satuan Pendidikan Ta.man Kanak-Kanak (TK), 
Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Pelajaran 
2020/2021; 

BUPATI SERDANG BEDAGAI, 

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA 

Mengingat 

Menimbang 

PEDOMAN P~NERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 
PADA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK), 

SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) 
DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 

TAHUN.PELAJARAN 2020/2021 . 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI 
NOMOR t8TAHUN 2020 

BUPATf'SERDANG BEDAGAI 
PROVINSI SUMATERA UTARA . 

\ ·-··· 
•:' 



PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN 
PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SATUAN 
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH 
DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) 
DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN PELAJARAN 
2020/2021. 

MEMUTUSKAN : 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 
Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan 
Pendidikan Dasar dan Menengah; 

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 
Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan 
Menengah; 

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 
Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar 
dan Menengah; 

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 
Tahun 2016 ten tang Kompetensi Inti dan Kompetensi 
Dasar; 

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 
Tahun 2019 tentang Penyelenggara Ujian yang 
dilesenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional; 

14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan 
Peserta Didik Baru Pada Pendidikan 'Taman Kanak-Kanak, 
Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), 
Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; 

ILs\SUijBAG 
PER-UU-AH 

. HUI{UM 
KA.BAG 

Menetapkan 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang 

Bedagai. 
3. Bupati Adalah Bupati.Serdang Bedagai. 
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Ka bu paten Serdang 

Bedagai. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang 

Bedagai. 
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok 1ayanan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan formal dalam 
setiap jenjang dan jenis pendidikan, 

7. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. 
8. Tam.an Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah 

salah satu bentuk satuan pendidikan bagi anak berusia empat 
(4) tahun sampai dengan usia enam (6) tahun. 

9. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu 
bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan 
pendidikan umum padajenjang pendidikan dasar, 

10 .. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, 
adalah ·salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang 
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan 
dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat 
atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD 
atau MI. 

11. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, 
adalah penerimaan peserta. didik baru pada pendidikan Tam.an 
Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar {SD) dan Sekolah Menengah 
Pertama (SMP). 

12. PPDB luar jaringan (luring) adalah PPDB yang oleh satuan pendidikan 
dimana proses pendaftaran, seleksi serta pengumuman dilakukan oleh 

~-··,w=atnr.J?!l:Ullrmm..,..,.satwrn Ptendidikan dengan .mengikuti ketentuan/aturan yang dibuat oleh 
!Ill···; ~::ti~: K.29.Rllm..Jl~s Pep.didikan Kabupaten Serdang BedagaL 
·1· - P . " am jaringan (daring) adalah penerimaan peserta didik baru 
. - . . ~ · roses pendaftaran, seleksi, dan pengumuman dilakukan secara 
lilZfi'.,. 4\ ".w,, ~ eal. time berbasi~. . te~. olo~ informasi dan merupakan jaringan 
1;1:rc'" . ~- . t diakses melalui janngan internet. 
11· .. ~~Ie~j; l·.!l::·1jazan···· dalah Dokumen resmi dan syah yang diterbitkan oleh 
12• ··)~~·;1r~·········saiuan· endidikan oleh Pemerintah yang menyatakan peserta didik 
13 .J ••••••• t~l~.... enyelesaikan suatu jerijang pendidikan dan diberikan 
14 Fi~tWt f'rv\'4f :t. ..... ~ • • itak l 1 .. ls itt~i~11;l···1~eleicu.J.. mya adnaluahus. u!fah·· k - didik d . 
J •· ~_ • ·:·,· a __ ·• pung a JU uota peserta - pa a masmg- 
.~ 6 ~ VJi ~ t ta. • di ...:1 ik . . d k d k di . 
.. ~ ._ .... g .. ·;;f;~;· ···i;· .. smw. atuanw,_. __ p,E··.·lipe_razz···!:1-·····.·_·_= __ 1-_u_ ... __ .1~,,~ .. 4,~--- ,u __ al e~gan_. _ea aan . on Sl sarana 11. ···············j· ..... . 0·Bfil a )7Mg a.,i;mU~ ,~~man pendidikan. I Y,,:;r.-(le_ · · l •'i' /f Jl\~1•1i11J('' f-i-\~}fJ.. • • ftar ,s ..... t";:!1!.:·~··i· .::_ · ·-·~ , an ~~!~j~1~tl~"°:~s10mpok pese~ didik yang terda l::~:f.: .. ·.~·~:~~~-::,.sa.: uan lf~I~~u ~~tuan pendi~an. _ . 

rv: zo_ nas_1 adalab1_. ~._;._ ~_J •. S. lf_i_ tn_:r_.--- PP,.·._·_ ,--_-.· .. f .. ·-ru an.- pes-~rta didik baru y~n~ berbasis zcnasa atau J;8E~k .. r-.terd~k • tt,~pat tinggal peserta didik dengan 
tu . didik 'u'I{'tJ .. ,1 1 . I . sa an pen ucan, - ~ ~ 

!,;.'ifilli'r'.a.,ef,:.a.;,:,,n.~-·O,SC-,Y...,,«i...,.;._.J:'~~ij ii 1KA'SUtfEAG b~ . ·- ~ . 
e·. ! 1ti~·~.W1:1Y :'i\~l l_ ... \l liJ [~•J··· h•i.•Ut;'o.~......., I>~ · il 
ua l\l ,.. ·1 
lfii~~~:r~'wJ!\,~~- ~;.~ mre11r.~,~~J..,. 

Pasal 1 

BAB 1 
KETENTUAN UMUM 

.. . . 



Pasal 3 

(1) PPDB dilakukan berdasarkan prinsip: 
a. nondiskriminatif; 
b. objektif; 
c. transparan; 
d. akuntabel; dan 
e. berkeadilan. 

(2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi 
Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender 
atau agama tertentu. 

(3) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berarti 
bahwa pelaksanaan PPDB bagi peserta didik barn maupun 
pindahan mencermati keadaan yang sesungguhnya, dan memenuhi 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berarti 
bahwa pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui 
oleh masyarakat Iuas, termasuk orang tua/wali peserta didik 
baru. 

(5) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berarti 
bahwa pelaksanaan PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada 
masyarakat luas, baik prosedur maupun hasilnya. 

(6) Berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berarti 
memberi kesempatan dan perlakuan yang sama kepada 
masyarakat, sesuai mekanisme dan ketentuan perundang 
undangan yang berlaku. 

Pasal 2 



Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP: 
a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) .tahun pada tanggal 1 Juli tahun 

berjalan; dan 
b. memiliki ijazah SD/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah 

menyelesaikan kelas 6 (enam) SD. 
~"""'-~· t _ J.ff<AF KOORDlNASI t Pasal 

7 

Ct · ' .. ~J_._4 :; , . , . lsia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 ;1 .. _ .. w~~\... ~uJ.a:*an···· engan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang 
~2.·:~Jt~t .. .dil©luar*an···. leh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala 
ff 3 ..••• And~.besa.atat1.p0j bat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon 
14 t!:\'.~~ .. ~ei:tadidik. 
,, s .A~E~\::~.! .. \t~~.-:r. l Is 0.~i~ .. J!\~Jr.tf.... Pasal 8 
f, 7 ~~~:~ -~~~:.J.P 1 

.8 ~~~ .. f ~~g_ cal~~IL~i~k~aru baik warga negara Indonesia atau 

f ,..nrn~L._.,,,._~'"-···selain memenu1J;iJ2~~~0 gaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 
Pasal 7, wajib m~ndapatkaq surat eterangan dari direktur jenderal yang 
menangani bidru}.g-40:antlidikflfs dan menengah. 

(2) Selain memenuffruk<Gtcntu¥1: sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
peserta didik w ga negara ~~n w ~ib mengikuti matrikulasi pendidikan 
Bahasa Indonesi -p~Efg-si g at f (enam) bulan yang diselenggarakan 
oleh Sekolah yan I\9eFsWftik ta.IYL. 

PER-UU·Pai,1 /(!. 

Pasal 6 

(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 ( satu) SD berusia: 
a. 7 {tujuh} tahun sampai dengan · 12 (dua belas) tahun; atau 
b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. 

(2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun 
sampai dengan 12 (dua belas) tahun. 

(3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam] tahun sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 
(enam) bulan diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki 
potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang 
dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. 

{4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah. 

Pasal 5 

Persyaratan calon peserta didik baru Taman Kanak-Kanak adalah: 
a. berusia 4 (empat} tahun sampai 5 [lima] tahun untuk kelompok A. 
b. berusia 5 (lima) tahun sampai 6 {enam) tahun untuk kelompok B. 

Bagian Kesatu 
Ketentuan Pelaksanaan 

Pasal 4 

BAB II 
TATA CARA PPDB 



Pasal 13 

Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan afirmasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Ayat (4) tidak terpenuhi makasisa kuota 
dialihkan ke jalur zonasi. 

Pasal 12 

Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur 
pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud padaPasal 9 ayat (1). 

Pasal 11 

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) tidak berlaku 
untuk jalur pendaftaran calon peserta .didik baru pada TK dan kelas 1 {satu) 
SD. 

Pasal 10 

(1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut: 
a. Zonasi; 
b. Afirmasi; 
c, Perpindahan orang tua/wali; 
d. -Jalur prestasi 

(2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling 
sedikit 60% (enam puluh persen) dari daya tampung Sekolah .. 

(3} Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat {I) huruf b paling 
sedikit 30% ( tiga puluh · persen) dari daya tampung Sekolah. 

(4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan 
ayat (i) huruf c paling banyak -3% {tiga persen) dari daya tampung 
Sekolah. 

{S) Jalur prestasi 7 (tujuh) % dari daya tampung. 

Pasa19 

Bagian Kedua 
Jalur Pelaksanaan 



Pasal 19 

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur Afirmasi di 
peruntukan bagi siswa yang orang tuanya kurang mampu pemegang kartu 
KIP, PKH, dan terdaftar pada basis data terpadu dengan membawa asli kartu 
KIP, PKH atau surat keterangan dari Dinas .Sosial yang menyatakan bahwa 
orang tua dari siswa tersebut miskin/tidak mampu dan terdaftar pada basis 
data terpadu. 

Pasal 18 

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur zonasi, 
terdekat berdasarkan domisili, dilakukan dengan memprioritaskan jarak 
tempat tinggal terdekat ke sekolah. - 

Pasal 17 

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh] SMP melalui jalur zonasi, 
Afirmasi, perpindahan orangtua/wali dan prestasi 

Pasal 16 

Seleksi calon peserta didik baru SD dilakukan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD menggunakan jalur 

zonasi. 
b. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan 

kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut: 
1. Usia sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 
2. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah sesuai ketentuanjalur zonasi 

c. Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan 
tes membaca, menulis, dan berhitung. 

Pasal 15 

s • 



Bagian Kelima 
Larangan 

(1) Hasil Akhir PPDB TK dan SD ditetapkan dan ditandatangani Kepala 
Satuan Pendidikan dan di tempel pada papan pengumuman, 

(2) Hasil PPDB SMP ditetapkan dan ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan 
Kabupaten Serdang Bedagai dan di umumkan oleh satuan pendidikan. 

(3) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima dalam sistim PPDB SMP 
diwajibkan daftar ulang ke sekolah penerima dengan jadwal yang telah 
ditetapkan padajuknis PPDB. 

(4) Jika terdapat calon peserta didik hasil PPDB SMP tidak melakukan daftar 
ulang di sekolah penerima maka di. anggap tidak lulus, dan pengisian 
kuota dilakukan oleh sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan 

~-...-..,.,,,,..--~~~~· n berbasis sekolah. 

Pasal23 

(1) Hasil sementara PPDB SMP ditayangkan dalam jaringan (daring), 
sesuai dengan jumlah pendaftar pada hari/tanggal bersangkutan 
mendaftar dengan masajeda maksimal 1 (satu) hari. 

(2) Basil Akhir PPDB adalah daftar calon peserta didik yang ditayangkan 
pada sistim PPDB dalam Jaringan (daring) sesuai dengan jadwal 
pelaksanaan PPDB 

Pasal 22 

Hasil PPDB jenjang TK dan SD diselenggarakan dengan mekanisme luar 
jaringan (luring)/manual dapat dilihat langsung pada sekolah tempat 
mendaftar. 

Pasa1·21 

Bagian Keempat 
Pengumuman Hasil dan Daftar Ulang 

(2) Ketentuan jalur prestasi pada ayat 1 huruf a diatur lebih lanjut dalam 
petunjuk teknis yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas 
Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai. 

(3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun 
sejak tanggal pendaftaran PPDB. 

4 . . 



ru\SUBBAG 
PER·UU·Af.! 

Pasal 28 
Lt) .• •' 

1 ~E-P.:~... . .. ·············· . 
2 .·· SeltJe::-1. 

i • ·····~ ••••••••••••••• · ••••••••••••••• 

3• ··l ··;!lfs{;;r.e1an~m. terhadap peraturan Bupati ini diberikan sanksi sesuai .:· ... ltf ::;;:···A~rrgrurk entuan peraturan perundang-undangan . 
j6" ···°t;:·:Jt2r!. .. mksi···s bagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas 
, · ··•· .•... t ••.. ··••· ··JiR:rdi berupa: . 
ff 7· ... ~.~ ... -~~ ·: .. £P.,t;egu~ . tertulisffi'ifl"er~mvr~i}aif~~Sekolah Negeri dan Swasta untuk Is 0.Ll~ k(, $~. ±II ~ .'lljl';.r.? ii:\ 1ltl"!l''ii\'V iJi t~ r.i ~1 iku I .. ·.· i:_···_· _ _-··_-·. ····:;(j···_·· .. ·.mr_d··.1t1·d.. . '. , mengulang_. 1Jip.ana_·.p€:iaK .. · ~~-· aan PPDB tahun ben tnya .. ~~~..:=~~ .... ,~~.:-~V.--~~ . a sekolanj"''s~~sewaganffba dimaksud huruf a melaku~~ 

pelanggaran ke~·~\.. teraa,. p j pasal 24 ayat (2) maka izm 
operasional se1f1:~'1tf.ersd.g. . tar dapat dicabut dan pada tahun 
ajaran berikutn1J.ilWfilitdip. r · h kan menerima peserta didik baru. 

BAB VI 
SANKS I 8 9 

(1) Sekolah wajib melaporkan hasil .pelaksanaan PPDB kepada Dinas 
Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai 

(2) Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 [satu] kali dalam 1 {satu) tahun. 

Pasal 27 

BABV 
PELAPORAN DAN PENGAWASAN 

Jumlah Rombongan belajar pada sekolah di atur sebagai berikut: 
a. SD jumlah rombongan belajar paling sedikit 6 (enam) rombongan belajar 

dan paling banyak 24 (dua puluh empat] Rombongan Belajar. 
b. SMP jumlah rombongan belajar paling sedikit 3 (tiga) rombongan belajar 

dan paling banyak 33. (tiga puluh tiga) rombongan belajar, masing-masing 
kelas paling banyak ·11 {sebelas) Rombongan Belajar. 

Pasal.'26 

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut: 
a. peserta didik TK paling sedikit 15 (lima belas) dan paling banyak 20 (dua 

puluh) peserta didik dalam 1 ( satu) kelas, 
b. peserta didik SD paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 

28 (dua puluh delapan) peserta didik dalam 1 (satu) kelas. 
c. peserta didik SMP paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling 

banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik dalam 1 (satu) kelas. 

Pasal 25 

BAB IV 
ROMBONGAN BELAJAR 

c. . - 



H. M. F AL HASRIMY 
BERITA D4 ERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020 
NOMOR 21 

DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, 

H. SOEKIRMAN 

... \/. ----·····- .. \)I#-- ..... 

Ditetapkan di Sei Rampah 
pada tanggal ·t'l MEI 2o~ 

BUPATI SERDANd BEDAGAI, 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang 
Bedagai. 

Pasal 29 

BAB VII 
PENUTUP 

.. _ ._:..-'..,./: .. 


